BAB 4

KESIMPULAN

Beranjak dari pertanyaan penelitian: bagaimana networking antara ICP
dan AJAR signifikan bagi AJAR dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan
budaya perempuan asli Papua di level grassroots melalui metode partisipatif
penelitian “Sa Ada Di Sini”?, berpegangan pada teori dan konsep di Kerangka
Pemikiran, memperhatikan data-data di Bab Il, serta memanfaatkan penemuan dan
analisis di Bab Ill, maka penelitian ini menemukan bahwa networking antara ICP
dan AJAR selama penelitian “Sa Ada Di Sini” menunjukkan signifikansi terhadap
peningkatan di beberapa indikator pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya
perempuan asli Papua. Melalui networking ICP-AJAR, gerakan pemberdayaan
perempuan diupayakan di level internasional maupun grassroots. Para perempuan
yang terberdayakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan
pembangunan sebuah negara. Mereka datang dari berbagai latar belakang ekonomi,
sosial, dan budaya, dan memiliki kebutuhan yang unik dan berbeda dibandingkan
perempuan dari budaya lain, namun mereka memiliki keinginan baru berkat PAR
untuk dapat maju bersama-sama.

Keadaan unik perempuan Papua dalam masyarakat asli Papua menarik
perhatian banyak pihak, dari negara maupun non-negara, yang berupaya untuk
memberdayakan mereka. Sayangnya, pihak-pihak tersebut menghadapi banyak
kendala, baik rancangan kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan kultural,

keterbatasan akses dan jaringan, maupun kurangnya sumber daya pendukung.
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Aktor-aktor non-negara berusaha mengatasi isu ini, diperkaya dengan berbagai
sudut pandang dan bidang, tetapi dipersatukan melalui visi bersama untuk
mewujudkan keadilan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat asli Papua. Keenam
aktor non-negara, yaitu koalisi INGO ICP dengan keempat anggotanya: AHRC,
CSW, FI, dan TAPOL, dan sebuah NGO lokal AJAR, berbagi visi tersebut, namun
dengan fokus bidang yang berbeda. Melalui penelitian partisipatif “Sa Ada Di Sini”
oleh AJAR dan kelompok perempuannya, mereka bersama-sama menyatukan
sumber daya untuk menyukseskan program yang memberdayakan perempuan
Papua melalui jaringan yang sebelumnya berguna untuk misi lainnya. Networking
antaranggota koalisi turut menguatkan dan mengutarakan pesan yang disampaikan
organisasi sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal,
pihak-pihak yang tepat dapat dijangkau, dan pada akhirnya visi dapat terwujud.
Berangkat dari lazimnya kekerasan dan marginalisasi perempuan asli
Papua, baik dalam keluarga, adat, maupun komunitas, tanpa adanya support system
maupun kesadaran dan kepercayaan diri, PAR “Sa Ada Di Sini” hadir untuk
membangun kesadaran di level grassroots yang menjadi bekal terhadap
pemberdayaan yang berasal dari diri sendiri. Penguatan kapasitas korban dalam
memperoleh keadilan sebagai tujuan penelitian dikembangkan melalui metode-
metode yang berbasis pada kebutuhan khusus perempuan penyintas kekerasan,
dalam hal ini kebutuhan kultural tersendiri yang dimiliki perempuan asli Papua,
sehingga menciptakan safe space guna untuk belajar dan mengolah trauma. Setelah
partisipan dapat mengidentifikasi isu-isu kunci yang mereka hadapi, AJAR

berperan dalam memfasilitasi proses pembangunan jaringan dan aksi yang
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dibutuhkan. Temuan-temuan penelitian, terutama bahwa para perempuan menjadi
tersadarkan pentingnya keberadaan mereka dimanifestasikan dengan berbagai
wirausaha ekonomi maupun gerakan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Berdasarkan konsep Pemberdayaan Dandona, perempuan Papua penyintas
kekerasan yang terlibat dalam PAR mencapai beberapa indikator pemberdayaan.
Berdasarkan usaha mereka selama dan setelah (masih selama tahun 2017) “Sa Ada
Di Sini”, terdapat beberapa bukti bahwa mereka menjadi terberdayakan dalam
bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi, persentase sumbangan
pendapatan perempuan Papua meningkat, terdapat pembentukan serikat dan
komunitas ekonomi untuk kesejahteraan bersama, dan pengupayaan secara mandiri
untuk mendapatkan modal pinjaman. Dari segi sosial, mereka berani menghadap
ke para pembuat kebijakan agar keberatan dan saran mereka terkait kesejahteraan
dapat diperhatikan dan diatasi dan juga menyadari pentingnya penncatatan sipil
agar mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Menurut data
BPS juga, angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah perempuan selama
periode penelitian berlangsung meningkat. Kesadaran yang terbangun turut
membangun kebiasaan berdiskusi dan membaca melalui kelompok diskusi dan
perpustakaan. Segi budaya banyak melihat peningkatan kesadaran terhadap
kekayaan budaya lokal yang mereka kenal sehari-hari, dengan upaya merawat
bahasa dan pengetahuan, bahkan menjual hasil alam yang sebelumnya lebih banyak
mereka pakai sendiri. Hasil penelitian AJAR juga membuktikan peran pembuat
kebijakan di pemerintahan sebagai salah satu pihak yang berusaha dijangkau

menjadi sangat penting dalam upaya perbaikan hajat hidup perempuan Papua.
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ICP sebagai sebuah koalisi memiliki jaringan dengan belasan organisasi
anggotanya dan juga dengan organisasi-organisasi yang dipertemukan melalui
publikasi dan laporan bersama maupun konferensi-konferensi internasional. Sesuai
subteori Transnasionalisme, interaksi ICP dan keempat anggotanya, maupun ICP
dengan AJAR, muncul sebagai bentuk asosiasi politik, budaya, dan ideologi
bersama yang memercayai bahwa HAM harus dapat diwujudkan di Papua. Interaksi
lintas batas negara ini membentuk jaringan internasional. Untuk ICP dan keempat
anggotanya, mereka berinteraksi dalam laporan, forum internasional, dan publikasi
situs. Dengan AJAR, mereka menjadi mitra dan donor. Jaringan ini menjadi alat
bagi penyebaran informasi yang menjaga hubungan, mengukur dan menghimpun
kekuatan. Tanpa adanya asosiasi ini, mereka tidak akan bertemu maupun
melakukan interaksi yang secara lebih luas berdampak pada advokasi yang mereka
lakukan. Networking yang terbentuk di antara keenam organisasi mencapai tujuan
menghindari duplikasi layanan, memberdayakan, mempromosikan koordinasi,
solidaritas, dan kerjasama, dan yang paling penting: membantu berjalannya
program. Hubungan ICP dengan keempat anggotanya yang tidak subordinat
melainkan egaliter, independen, dan komplementer menjadikan interaksi mereka
unik, kompleks, namun tetap sangat berdampak. Hubungan ini membuat
bertemunya ICP dengan AJAR dalam PAR “Sa Ada Di Sini” turut memberikan

dampak pada keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan AJAR.
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